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MANADOPOST.ID--Kejak-
saan Negeri (Kejari) Minahasa
secara resmi menetapkan MS
(46), mantan hendahara Dinas
Pendidikan Kabupaten Mina-
hasa, sebagai tersangka dugaan
koru Rabu (12/11/2024)
malam. Penetapal
kan usai penyidil
sif selama tiga minggu yang
membongkar dugaan peny-
alahgunaan dana Tunjangan

Profesi Guru (TPG) dan gaji
Tenaga Honorer Lepas (THL)

tahun anggaran 2023.
Penetapan tersangka ter-
hadap MS dipastikan oleh
Kepala Kejari Minahasa, B.
Hermanto, SH, MH, bersa-
ma Kepala i Intelijen Su-
hendro G 1, dan Kepala
Seksi Pidana |\|lll\ll\ Rastin
SI. Dalam ket-

, tim Kejari
mengungkay bahwa MS
diduga kuat menyelew
kan dana TPG dan gaji THL,
yang seharusnya digunakan
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TETAPKAN: Mantan Din: MS (pakai masker) saat menjalani
pemeriksaan di Kejari Minahasa terkall kasus dugaan korupsi.

dro kepada Manado Post,
Kamis (14/11/2024). MS di-
duga memanfaatkan posisi
yasebagai bendahara Dinas
Pendidikan untuk menggelap
kan dana TPG, yang beras-

ej ntenaga tanggal 13 November 2024.
puuhlhkan di Minahas:

“Kami sudah mengeluar-
kan Surat Penetapan Ter-
sangka dengan Nomor: Print
1125/P.1.11/Fd.1/11/2024 ter- ~ ka,

ng cukup dan keteran-
ksi-saksi, kami mene-

33

al dari Dana Alok:
(DAK) Non Fisi
THL. Anggarar
rusnya dialoka
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (/ \mm)
bupaten Minaha
malah disalahguna
o ke

Sebagai langkah lanjutan,
) di Rumah
ah.nmn Negara Kelas I1 A
Manado, Malendeng, untuk
masa tahanan 20 hari sejak 13
November 2024 hingga 2 De-
2024. Penahanan ini
bagian dari
Minahasa

Tersangka MS kini terancam
hukuman berat, seba;
na tertuang dalam Pas
Pasal 18 ayat (1) hururh UU
RINomor 31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang telah di-
ubah dengan UU RI Nomor 20
T'ahun2001. \lwnmhll.unn-
S juga dij

asal 18 ayat (1), (2), d.m[ 4)
dari UU yang sama.

B aikan kasus
korupsi dan mengembalikan
kepercayaan publik terhadap
pengelolaan anggaran yang
bersih dan transparan

“Langkah ini adalah bentuk
nyatakami dalam memberan-
tas korupsi, demi mencipta-
kan lingkungan pemerintahan
1g bersih dari penyalahgu-
naan wewenang,” tandas Su-
hendro.(ler)




